PUSTAKA

— KBA13 ACADEMY ————

DIGITAL LIBRARY « HISTORICAL ARCHIVES « RESEARCH REPOSITORY

Mewujudkan TNI Bebas Korupsi

Dedi Haryadi

Nomor inventaris KBA-KLP-2014-0014

Jenis dokumen Kliping koran

Sumber terbitan Harian Kompas, Jakarta

Tanggal terbit Selasa, 26 Agustus 2014

Penulis Dedi Haryadi

Subjek TNI; Korupsi militer; Zona integritas; Wilayah

bebas korupsi; Transparency International;
Moeldoko; Djaja Suparman; Kontrol sipil

Status Koleksi pribadi KBA13 Academy

Ringkasan

Artikel opini Dedi Haryadi, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency
International Indonesia, di harian Kompas, dengan ilustrasi karya Jitet,
menanggapi deklarasi Panglima TNI Jenderal Moeldoko tentang
pembentukan zona integritas (ZI) dan wilayah bebas korupsi (WBK) di
lingkungan TNI. Penulis mempertanyakan keseriusan deklarasi itu,
menyoroti bahwa dalam sepuluh tahun hanya kasus Djaja Suparman yang
mencuat, lalu memaparkan studi indeks korupsi militer Transparency
International (Januari 2013) yang menempatkan risiko korupsi militer
Indonesia pada kategori sangat tinggi (Band E), sekelas Afganistan, Irak, dan
Venezuela, di bawah Malaysia dan Singapura. Ia menguraikan indikator
mutlak dan operasional menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20
Tahun 2012 yang harus dipenuhi, serta peran KPK, BPK, Kementerian
PAN-RB, dan Ombudsman. Penulis menegaskan bahwa ZI dan WBK harus
dibarengi penguatan kontrol politik oleh DPR hasil Pemilu 2014 dan kontrol
publik oleh masyarakat sipil agar TNI bersih, profesional, dan mampu

menjaga Kedaulatan negara.
Arsip dan Pustaka KBA13 Academy - pustaka.kbal3academy.com

Cara mengutip: Dedi Haryadi, "Mewujudkan TNI Bebas Korupsi", Kompas, Selasa, 26 Agustus 2014.



'A), rendah (Band

%
|

| y—y anglima TNI Jenderal
Moeldoko mendeklarasi-
‘kan dan menandatangani
inisiatif pembentukan zona in-
tegritas dan zona wilayah bebas
korupsi di lingkungan TNI i
(Kompas, 12/8/2014).

Dua pertanyaan segera mengemuka.
Pertama, kalau sudah merasa tidak ada
korupsi di tubuh TNI, seperti yang diklaim
sendiri oleh Panglima TNI, mengapa re-
pot-repot ikut deklarasi dan penanda-
tanganan zona integritas (ZI) dan zona
wilayah bebas korupsi (WBK)?

Kedua, deklarasi dan penandatanganan
ZI dan WBK ini seriuskah atau sekadar
formalitas memenuhi latah? Pertanyaan
kedua dipicu oleh pengalaman, ada banyak
deklarasi (internasional dan nasional)
yang kemudian mangkrak dan hanya
menghasilkan bangkai deklarasi. Artinya,

deklarasi itu tak diikuti aksi lanjutan se-
‘hingga tidak implementatif, apalagi meng-

Prevalensi korupsi di tubuh TNI

Betulkah tak ada korupsi di tubuh TNI?
Kalau ‘melihat data prevalensi korupsi di
tubuh TNI mungkin benar. Dalam 10
tahun terakhir hanya ada satu kasus ko-
rupsi yang mengemuka dan menjadi per-
hatian publik. Bandingkan, misalnya, de-
ngan kasus korupsi yang terjadi di tubuh
dan melibatkan anggota parlemen, kejak-
saan, kehakiman, kepolisian, kementerian,
dan lain-lain. Ada satu kasus korupsi di
tubuh TNI yang menyedot perhatian pub-
lik, yaitu kasus korupsi yang melibatkan
Djaja Suparman. Kasus ini diselesaikan
dengan baik oleh oditur dan mahkamah
militer. Djaja terbukti bersalah melepas
aset TNI berupa lahan untuk kepentingan

pribadi. Ia kemudian divonis empat tahun
penjara.

Penyelesaian kasus ini memberikan ke-
san kepada publik bahwa TNI tidak mela-
kukan pembiaran terhadap kasus korupsi
yang terjadi dalam organisasinya. TNI
justru proaktif menyelesaikan kasus ini
secara hukum. Sekalipun begitu, langkah
proaktif ini tidak membungkam kepe-
nasaran: apakah memang ini satu-satunya
kasus korupsi yang terjadi di tubuh TNI?
Mengapa hanya kasus Djaja yang diper-
karakan? Mungkin ia jalan sendirian. Ka-

| lau korupsinya terstruktur, sistemik, dan

masif, bisa jadi ceritanya akan lain.

Kalau prevalensi korupsinya rendah,
lalu apa yang menggerakkan Panglima
TNI mengembangkan ZI dan WBK di
tubuh TNI? Besar kemungkinan Moel-
doko terpengaruh oleh laporan hasil studi
Transparency International (TI) tentang
indeks korupsi militer yang dirilis Januari
2013 di Taiwan. Studi ini merupakan ba-
gian dari kerja-kerja TI dan organisasi anti
korupsi lainnya dalam mengadvokasikan
terbentuknya rezim internasional baru,
yaitu institusi militer, industri dan per-
dagangan senjata yang bersih dan bebas
dari korupsi.

Studi ini membagi risiko korupsi ke
dalam enam kategori: sangat rendah (Band ,
B), moderat (Band O),
tinggi (Band D), sangat tinggi (Band E),
dan kritis (Band F). Risiko korupsi yang
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digna]isis mencakup lima jenis,
yaitu risiko politik, risiko ke-
uangan, risiko personalia, risiko
operasional, serta risiko peng-
adf\an barang dan jasa. Unit ana-
lisisnya negara, Ada 82 negara
yang disurvei. Belanja militer di
82 negara tersebut sekitar 84
persen dari total belanja militer
;d\gma senilai 1,87 triliun dollar

‘ Menurut hasil studi tersebut,
risiko korupsi di tubuh TNI ter-
golong sangat tinggi (Band E).
Dari  sisi peringkat, risiko
korupsi militer kita pun masuk
Kategori (E), kedua terbawah.
Risiko korupsi militer kita se-
kelas dengan Afganistan, Bah-
rain, Pantai Gading, Iran, Irak,
Maroko, Nigeria, Oman, Filipi-
na, Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka,
Tunisia, Uganda, Uzbekistan,
Venezuela, dan Zimbabwe. Ma-
laysia dan Singapura risiko
korupsinya setingkat lebih baik
daripada Indonesia (Band D).
Australia dan Jerman paling ba-
ik, risiko korupsinya sangat ren-
dah (Band A). Kasus korupsi
yang melibatkan Djaja Supar-
man mengonfirmasi hasil studi ini bahwa
memang risiko korupsi di tubuh TNI itu
ada dan manifes. f

Risiko korupsi di tubuh TNI berpotensi
melemahkan kemampuan TNI menjaga
kedaulatan nasional, keamanan negara
dan warga negara. Karena itu, upaya me-
ngelola risiko korupsi di tubuh TNI—de-
ngan membentuk ZI dan BWK—bukan
semata-mata mencegah kebocoran dan
inefisiensi sumber daya manusia dan ang-
garan, melainkan juga harus dilihat seba-
gai upaya membangun kesejahteraan ten-
tara, meningkatkan kedaulatan negara dan
keamanan warga. Selain itu, bisa dilihat
juga sebagai upaya membangun keperka-
saan dan kedigdayaan militer kita. Senang
dan membanggakan juga kalau militer kita
lebih superior dibandingkan dengan Ma-
Jaysia, Singapura, atau Australia, misalnya.
Dalam konteks inilah inisiatif Panglima
TNI membangun ZI dan BWK mene-
mukan momentumnya.

Meraih dua indikator

Kita tak bisa mengetahui sekarang apa-
kah deklarasi itu serius atau sekadar latah.
Kita harus sabar menunggu dan melil}::t
-lan strategis apa yang ke-
mﬁ akangkg?ambil Panglima TNI. Kalau
melihat beleid-nya, yaitu Keputusan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 20/2012 tentang
Pedoman Pembentukan Zona Integritas
dan Zona Bebas Korupsi, langkah .sub-
stansial berikutnya yang harus diambil
adalah bagaimana memenuhi indikator
mutlak dan indikator operasional sehingga
TNI Jayak menyandang predikat sebagai

zona berintegritas dan bebas korupsi.
ridikator mutlak adalah persyaratan
minimum yang harus dipunyai, yaitu nilai
simum indeks integritas, nilaikepuasan
mum konsumen/pengguna/masyara-
, jumlah maksimum temuan ketidak-
ifan, jumlah maksimum temuan in-
efisiensi, jumlah staf yang mendapatkan
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transparan.
pangun kontrol politik
dan publik
Membentuk ZI dan BWK
memang  harus kalau TNI
ingin berwujud menjadi in-
| stitusi yang bersih dan bebas
dari korupsi. Namun, itu tidak
cukup. Sebenarnya zonasi ka-
wasan berintegritas dan ka-
wasan bebas korupsi itu satu
pendekatan partikular. Kita
~ tak mungkin mencegah dan
memberantas korupsi secara
menyeluruh dan sekaligus ka-
rena itulah zonasi dilakukan.
paya mencegah dan mem-
berantas korupsi dimulai dari
. Zona-zona kecil. Kalau zo-
ha-zona kecil berintegritas

hukuman indisipliner karena penyalahgu-
naan wewenang dalam manajemen ke-
uangan, persentase maksimum komplain
masyarakat yang tidak terselesaikan, dan
persentase maksimum staf yang terbukti
bersalah melakukan korupsi.

‘Selain memenuhi indikator mutlak,
TNI juga harus bisa memenuhi indikator
operasional “yang terdiri dari indikator
utama dan indikator pendukung. Indika-
tor utama berbobot 60 persen, terdiri dari
penandatanganan dokumen pakta inte-
gritas, laporan kekayaan pejabat negara,
akuntabilitas kinerja, laporan keuangan,
kode etik, whistle blower system, program
pengendalian gratifikasi, penanganan kon-
flik kepentingan, inisiatif program anti
korupsi, kebijakan purnakarya, dan la-
poran transaksi keuangan yang mencu-
rigakan. Adapun yang masuk kategori in-
dikator pendukung adalah transparansi
promosi jabatan, transparansi perekrutan
pegawai, mekanisme penanganan keluhan
publik, e-procurement, pengukuran kinerja
individual, dan akses publik pada infor-
masi. KPK, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
BPK, dan Ombudsman adalah instrumen-
tal, baik dalam pemberian bantuan teknis
maupun pengawasan pencapaian semua
indikator itu. Ttulah mengapa mereka ha-
dir dan ikut serta dalam acara deklarasi
dan penandatanganan dokumen fakta in-
tegritas yang dilakukan Panglima TNI.

Jelaslah, ke depan, kerja-kerja Menteri
Pertahanan, Panglima TNI dan jajarannya
dalam memenuhi semua indikator ter-
sebut sangat berat dan menantang. Sulit
memang, tetapi bukan berarti tidak bisa.
Akan tetapi, kalau TNI serius, semua in-
dikator itu bisa sukses diraih, Lebih jauh
tentu ini akan mentransformasikan postur
pengelolaan TNI menjadi lebih partisi-
patif, transparan, dan akuntabel. Kasus
korupsi yang melibatkan Djaja Suparman
sebenarnya tidak perlu terjadi kalau TNI
sudah memiliki tatakelola aset yang trans-
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